
 

 

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI 

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR 14 TAHUN  2023 

 

TENTANG 

 
PENGANGKATAN USER MAKER KALURAHAN TRIMURTI  

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL 

 

LURAH TRIMURTI, 

 
Menimbang  : a. bahwa sebagai bentuk komitmen pemerintah atas 

perluasan penggunaan instrumen non tunai dan 

mendukung GNNT, Kementerian Keuangan melakukan 

implementasi sistem pembayaran secara elektronik. 

Saluran pembayaran yang digunakan lebih modern, salah 

satunya dengan menggunakan Cash Management 

System (Sistem Manajemen Kas) pada rekening satker. 

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang 

pengangkatan User Maker Kalurahan Trimurti, 

Kapanewon Srandakan Tahun Anggaran 2023. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

 3. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 



  

 

 

 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

 4. 

 
 
 

 
 

5. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1223); 

 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 7);  

 7. 
 
 

 
 

 
8. 
 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan 

Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2018 Nomor 131); 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan 

Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2019 Nomor 25); 



  

 

 

 

 9. 

 
 

 
 
 

 
10. 

 
 
 

 
 
11. 

 
 

 
 
 

12. 
 

 
 
 

 
13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15 

 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, 

Nomor 2); 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);  

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129); 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 

2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 

Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 

tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 

Nomor 128); 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); 

Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 06 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun 2023. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

 

KESATU 

 

 

KEDUA 

 

 

 

KETIGA 

 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengangkat Sdr. Ahmad Ismawan sebagai User Maker 

Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan. 

 

User Maker sebagaimana diktum KESATU mempunyai 

tugas membantu Lurah dalam hal membuat transaksi 

keuangan kalurahan melalui CMS BPD DIY. 

 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat 

Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 

Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten 

Bantul. 

 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di   Trimurti 

pada tanggal   02 Januari 2023 

LURAH TRIMURTI 

  

 

AGUS PURWAKA 

 

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Bantul; 

2. Panewu Srandakan; 

3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimurti; 

4. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 


